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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWA]I
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan
pemberian, pemotongan, dan penghentian pembayaran
tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan
Kepegawaian Negara, beberapa ketentuan dalam
Peraturan Badan Kepecgawaian Negara Nomor 5 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan
Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Badan Kepegawaian Negara sudah tidak
sesual dengan perkembangan kebutuhan sehingga perlu
diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurul a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan
Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di

Lingkungan Badan Kepcgawaian Negara;



Mengingat

—

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 267);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1382);

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun

2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri



Menetapkan

Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1861);

9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun

2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan
Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 912);

10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1728);

11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730);

12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Badan Pertimbangan Kepegawaian (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1732);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian,
Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan
Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 330)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, ditambahkan 1 (satu) angka yakni

angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara
yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai
Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara, termasuk
Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan
Kepegawaian Negara.

Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan
kepada Pegawai berdasarkan kelas jabatan yang
dibayarkan sesuai capaian kinerja.

Kelas Jabatan adalah penentuan dan
pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai
suatu jabatan.

Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PIt.
adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan
tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan
tetap.

Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh.
adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan
tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan
sementara.

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang
diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Cuti Melahirkan adalah keadaan tidak masuk kerja
yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu bagi
Pegawai wanita yang melahirkan anak pertama
sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat
menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Cuti Sakit adalah keadaan tidak masuk kerja yang
diizinkan karena alasan kesehatan yang dibuktikan
dengan surat keterangan dokter.

Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang
tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang
sah.

Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

tertulis dalam bentuk surat permohonan serta
disetujui oleh atasan langsung.

Daftar Hadir adalah daftar yang menyatakan
kehadiran Pegawai pada jam masuk dan/atau
pulang kerja baik secara elektronik dan/atau
manual.

Terlambat Masuk Kerja adalah Pegawai yang mengisi
Daftar Hadir setelah jam masuk kerja yang
ditentukan.

Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi Daftar
Hadir sebelum jam pulang kerja yang ditentukan.
Izin Terlambat Masuk adalah kondisi Pegawai yang
mengisi Daftar Hadir setelah jam masuk kerja yang
ditentukan berdasarkan alasan yang sah dan
disetujui atasan langsung.

Izin Pulang Cepat adalah kondisi Pegawai yang
mengisi Daftar Hadir sebelum jam pulang kerja yang
ditentukan berdasarkan alasan yang sah dan
disetujui atasan langsung.

Izin Dinas Pagi adalah kondisi Pegawai yang
melakukan tugas kedinasan di luar kantor pada pagi
hari yang disetujui oleh pimpinan tertinggi pada unit
kerja yang bersangkutan.

Izin Dinas Sore adalah kondisi Pegawai yang
melakukan tugas kedinasan di luar kantor pada sore
hari yang disetujui oleh pimpinan tertinggi pada unit
kerja yang bersangkutan.

Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan
oleh Pegawai dalam rangka kedinasan baik di dalam
negeri maupun di luar negeri.

Hukuman  Disiplin adalah  hukuman  yang
dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar
ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Banding Administratif adalah upaya administratif
yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas
terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.



21.

22.

23.

24.

25.

Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan
yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat
setiap akhir bulan dan digunakan sebagai salah satu
dasar pembayaran Tunjangan Kinerja.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat
SKP adalah rencana kerja dan target yang akan
dicapai oleh seorang Pegawai.

Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh
setiap Pegawai pada satuan organisasi sesuai
dengan SKP dan Perilaku Kerja Pegawai.

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses
penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh
Pejabat Penilai terhadap SKP dan Perilaku Kerja
Pegawai.

Bulan adalah jangka waktu pelaksanaan kegiatan
Pegawai yang dihitung mulai tanggal 16 Bulan
sebelumnya sampai dengan tanggal 15 Bulan

berkenaan.

Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19

berbunyi sebagai berikut:

(3)

Pasal 19

Pegawai yang menjadi Plt. atau Plh. dapat diberikan

Tunjangan Kinerja tambahan.

Tunjangan Kinerja tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Plt. atau

Plh. yang menjabat dalam jangka waktu paling

singkat 1 (satu) Bulan kalender.

Ketentuan mengenai Tunjangan Kinerja tambahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam
jabatan yang setingkat mendapat tambahan
Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh
perseratus) dari Tunjangan Kinerja jabatan

yang dirangkapnya;



b. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam
jabatan satu tingkat di atas jabatan definitif
menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan yang
dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan
Kinerja pada jabatan definitifnya.

c. Pegawai yang merangkap PIt. atau Plh. dalam
jabatan satu tingkat di bawah jabatan definitif
mendapat tambahan tunjangan kinerja sebesar
20% dari tunjangan kinerja jabatan yang

dirangkapnya.

3. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

4. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal
baru yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24A
Pada saat Peraturan Badan ini mulai Dberlaku,
perhitungan capaian kinerja, ketidakhadiran, dan
hukuman disiplin Pegawai Bulan Januari Tahun 2021
dihitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15

Bulan berkenaan.

Pasal II
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2021

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 67

_ Salinan sesuai dengan aslinya

REGAWAIAN NEGARA
Plt. P 4 a1 Perundang-undangan,
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